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PUTUSAN
Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam

perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT Tempat tanggal lahir di Taratak 28 Agustus 1980, Agama Islam,
Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat
kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota.Sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Sialang 15 Juni 1975, Agama Islam,
Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman
di Jorong Sialang, Nagari Tungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten
Limapuluh Kota.Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2019
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam
register Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 11 Juni 2019 dengan dalil-dalil

gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada
tanggal 01 Agustus 1996 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
192/05/1X/2012 tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari,
Kabupaten Limapuluh Kota;

2. Bahwa nama Penggugat yang benar adalah PENGGUGAT sedangkan dalam
buku nikah nama Penggugat adalah Ratna Juita binti M. Nuzul;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di
rumah orang tua Jorong Taratak, Nagari Tungka, Kecamatan Situjuah Limo

Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
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' . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya
suami istri dan telah 2 (daa) orang anak masing-masing bernama:

4.1. Melsa Amelia Fitri binti Wendi, lahir tanggal 10 Februari 2002;

4.2. Andrika Putra bin Wendi, lahir tanggal 05 Juli 2005;
dan anak-anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan
Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Juni 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
yang disebabkan karena:

5.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah
tangga bersama, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;

5.2. Tergugat tidak pernah jujur terhadap uang yang didapat dari hasil bekerja
Tergugat kepada Penggugat;

5.3. Tergugat sering bersikap cemburu buta kepada Penggugat, yakni Tergugat
sering menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa alasan
yang jelas;

5.4. Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga
menyakitkan hati Penggugat;

6. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah
berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat
tidak pernah menanggapinya;

7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2018, yang disebabkan
karena Tergugat tidak mau memberikan uang belanja sekolah anak, sehingga
terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;

8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah suadara Penggugat
di Jorong Bumbuang, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari,
Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap
di rumah orang tuanya di Jorong Sialang, Nagari Tungka, Kecamatan Situjuah
Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;

9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk

Penggugat dan anak;
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ulO.Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dipebaiki
baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri maupun melalui orang lain;
11.Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat
berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan
Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat
menurut peraturan hukum yang berlaku;
12.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan
perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut
untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah
pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) tehadap Penggugat

(PENGGUGAT );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap
sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/lkuasanya
yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil
sesuai relass panggilan Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.Pyk, yang dibacakan di
persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya
Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian
tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha
menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,

tetapi tidak berhasil;
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Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat
tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:
A. Bukti Surat
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/05/1X/2012 tanggal 18 September 2012,
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Ko, tatelah dinazagelen

dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh

Majelis ternyata cocok (P);

B. Bukti Saksi
1. SAKSI | umur 72 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 01 Agustus 1996;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai
berpisah

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun,
akan tetapi sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat
kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat kurang kurang
bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, dan
Tergugat pemalas bekerja sehingga Penggugatlah yang bekerja, tergugat
selalu cemburu yang tidak jelas kepada Penggugat
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

lebih kurang satu tahun

- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak
berhasil;

2. SAKSI Il umur 70 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT, karena saksi
adalah bibi Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 01 Agustus 1996;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai
berpisah

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun,
akan tetapi sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar, karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung
jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat
pemalas bekerja sehingga Penggugatlah yang bekerja,sebagai penjaga
kandang ayam ras, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat setiap
penghasilan yang diperoleh Tergugat, tergugat selalu cemburu yang tidak
jelas kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
lebih kurang satu tahun

- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;
Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan
gugatannya dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara sidang;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada
Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga
mereka, namun tidak berhasil. usaha damai melalui mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sebagaimana
yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah
gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana termuat
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis “P” dan dua
orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat,
Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu
akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P
tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut
memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat
sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P
harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah
sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang
diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa saksi pertama dan kedua adalah
bibi Penggugat dan saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena

masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (inperson), di depan
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: ersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak
terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari
keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat kurang bertanggung jawab
terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat pemalas bekerja
sehingga Penggugatlah yang bekerja,sebagai penjaga kandang ayam ras, Tergugat
tidak jujur kepada Penggugat setiap penghasilan yang diperoleh Tergugat, tergugat
selalu cemburu yang tidak jelas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan
Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara
tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka
secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus
wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus
dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan
mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perdamaian
dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam
perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun
lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga

bersama, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan
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sehari-hari Penggugatlah yang bekerja, Tergugat tidak pernah jujur terhadap
uang yang didapat dari hasil bekerja Tergugat kepada Penggugat, Tergugat
sering bersikap cemburu buta kepada Penggugat, yakni Tergugat sering
menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas,
Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga
menyakitkan hati Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik,
khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu
dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah
sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat
bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-
masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum
untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan
secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan
tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi
menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya antara Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah selama 1 tahun, dan keluarga telah berusaha
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan
materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan
fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak Juni 2011 disebabkan karena Tergugat kurang

bertanggung terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering
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berkata kasar, tidak jujur bersikap cemburu kepada Penggugat tanpa alasan
yang jelas;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis
berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap
Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta
tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam
firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

8390 pSin Jxzg ledl IsiSuid L2lg)l pSanail yo oS 315 Ol ailil pos
ao>)9
Artinya: Dan diantara tanda — tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu
pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan
dijadikan—Nya diantara kamu rasa kasih sayang;
Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk
melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak
dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal
19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan,
majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan
hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang
menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
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Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan

Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan
beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3)
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) tehadap Penggugat
(PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama
Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 07
Zulkaidahz 1440 H, oleh Dra. Hj. Ratnawaty, Z SH,MA Ketua Majelis, dihadiri oleh
Dra. Hj. Dewi Warti, dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI, Hakim-Hakim Anggota, dan
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Novtri Nelli, SH sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS
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Dra. Hj. Ratnawaty, Z SH,MA

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Dewi Warti Rahmi Mailiza Annur, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Novtri Nelli, SH

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan :Rp 20.000.-
4. Biaya Panggilan : Rp 220.000
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000.-
Jumlah : Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
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